
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidang Pemanfaatan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan 

Kembali Menghadirkan Ahli  

Jakarta, 12 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 6 

ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) 

terhadap UUD 1945 pada Selasa (12/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. 

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 106/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi 

Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan 

Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Norma yang 

diujikan adalah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika. 

Dalam sidang sebelumnya (14/09), Stephen Rolles selaku Ahli menyampaikan keterangan secara daring dalam 

Bahasa Inggris. Stephen mengatakan, banyak obat‑obatan medis yang diresepkan, memiliki efek psychoactive dan 

beberapa di antaranya juga digunakan secara nonmedis. 

Dikatakan Stephen, semua obat‑obatan medis memang berpotensi memiliki risiko, bahkan ketika digunakan sesuai 

petunjuk dokter. Banyak obat‑obatan medis memiliki efek samping dan risiko yang sudah diketahui harus dikelola 

dengan hati‑hati oleh dokter, ahli farmasi, dan profesional kesehatan lainnya yang menangani pasiennya. Bahkan 

obat‑obatan seperti pil sakit kepala yang biasa dibeli di warung pun jika digunakan dengan tidak benar memiliki risiko. 

salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh regulasi obat‑obatan medis adalah risiko spesifik bahwa obat‑obatan 

tertentu yang diproduksi untuk keperluan medis dapat diselewengkan untuk penggunaan nonmedis berkat efektif 

psychoactive-nya. 

Selain itu, meski tidak ada sistem yang sempurna dan penyelewengan atau diversion menjadi perhatian dalam 

sebagian besar situasi ini, sistem hukum dan regulasi yang telah berkembang selama bertahun-tahun umumnya sudah 

sangat efektif dalam membatasi penggunaan obat-obatan medis untuk keperluan nonmedis, bahkan yang dianggap 

paling berisiko tertinggi sekalipun.   (Ega / MHM) 
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